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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mereview konsep manajes@mberdaya air terpadu atau integrated
water resources management (IWRM) dalam skala glotssional dan regional. Dengan

menggunakan metode riset meja (desk review), gaperenyajikan evolusi konsep IWRM dan

defenisi global IWRM termasuk penerapannya di Iredom (skala nasional) dan salah satu
daerah di Indonesia, provinsi Nusa Tenggara Ti\irT) untuk skala regional. Penelitian ini

menemukan bahwa penerapan konsep IWRM di Indotielsik seutuhnya mengadopsi semua
komponen global IWRM. Indonesia membuat penyesudéargan kondisi sosial ekonomi dan
landasan hukum yang berlaku di negara ini. Impléagerdi Indonesia pun masih mengalami
tantangan baik politik, maupun infrastruktur pengul kebijakan. Hal yang digariskan pada
level nasional belum sepenuhnya dilaksanakan dkainlokal. Ada juga praktek yang baik di

tingkat lokal dalam penerapan IWRM namun masihstdiri pada lokasi tertentu dan belum

ditingkatkan pada aras nasional.

Kata Kunci: Manajemen Sumberdaya Air Terpadu, Indonesia, Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

This study aimed at reviewing the concept of irdegt water resource management (IWRM) on
a global, national and regional scale. By applyidgsk review method, this paper presents a
history of the concept of IWRM and global defimtdncluding the application of concepts in
Indonesia (national level) and one of the provinténdonesia for regional context, East Nusa
Tenggara (NTT). This study found that the applaratf the IWRM concept in Indonesia did not
fully adopt all components of the global IWRM. Indsia makes adjustments to the socio-
economic conditions and legal basis that applieshis country. Implementation in Indonesia
also still faces challenges both political and pglsupporting infrastructures. Things outlined at
the national level had not been fully implementédha regional level. There are also good
practices at the regional level in implementing IM/Rut those practices are still isolated in
certain locations and had not been scale-up toamti level.

Key Words: I ntegrated Water Resource Management, Indonesia, East Nusa Tenggara

PENGANTAR

Sumber daya air memiliki multi-dimensi, di antarangimensi bio-fisik, politik dan sosial
ekonimo. Aspek biofisik berupa benda hidup (bicudigng) dan benda mati (fisik atawon
living). Elemen bio meliputi manusia, tumbuhan, dan bgabmacam spesis hewan. Sedangkan
aspek fisik adalah air itu sendiri dalam hal ketdrgan §vailability) dan kualitas, tanah (jenis
tanah, kemiringan), tutupan lahame@etation cov@r tataguna lahan seperti areal pertanian,
industri, permukiman, dan lain-lain.

Wilayah geografis air yang dapat dikategorikan mhatiaerah aliran sungai (DAS) dan wilayah
sungai fiver basin juga digunakan oleh para pengambil kebijakan kimenyederhanakan
pengelolaan sumberdaya dengan membuat batas wilgyahgambilan keputusan dan
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akuntabilitas. Hal ini menunjukkan aspek politikideumberdaya air (Blomquist & Schlager,
2005). Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah delegen Sumber Daya Air dalam satu atau
lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulad kacg luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 knf (RUU SDA, 2017, p.2). Sedangkan daerah Aliran Su(DAS) adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan siamganak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yangsbédari curah hujan ke danau atau ke
laut secara alami, yang batas di darat merupakamsph topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruhtaktdaratan (RUU SDA, 2017, p.2).

Persepktif ekonomi melihat wilayah keairan sebaga&nyedia jasa lingkungan untuk
kesejahteraan manusia (Blomquist & Schlager, 20®&jJangkan aspek sosial ekonomi meliputi
akses terhadap air untuk kebutuhan domestik datasarakses air untuk pertanian, peternakan
dan kegiatan produktif lainnya, jenis mata pendahakelompok masyarakat termasuk migrasi,
berjalan tidaknya kelembagaan atau institusi lokdftategi adaptasi mayarakat terhadap
keterbatasan sumberdaya air, berfungsinya sistenyed@aan air baku, dan partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan (Calder &04l7).

Keragaman dimensi di atas beserta turunannya maikgsikan kompleksitas pengelolaan
sumberdaya air. Sudah menjadi fakta umum bahwardest@an air tidak merata di setiap
penjuru bumi. Bagi negara-negara berkembang taatangama dalam upaya peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekomomi adalah air (G\WWB0)2O0psi tunggal tidak dapat diandalkan
untuk mengelola sumberdaya air secara berkelanjuttansi pengelolaan berkelanjutan adalah
pemenuhan kebutuhan sumberdaya air saat ini tamgpagorbankan kebutuhan generasi yang
akan datang.

Dengan demikian pengelolaan air tidak dapat dibedoarkepada salah satu sektor. Sebuah
laporan tentang Pembangunan Daerah Aliran Sungpiadie kepada Sekretaris Jenderal PBB
bulan November 1957 menekankan pentingnya Kkerjtaslinrsektor. Bahwa upaya-upaya
keteknikan €ngineering sendiri tidak dapat menghasilkan perbaikan yanigpgithkan.
Pendekatan engineering seharusnya dipadukan demg@ek lain yang merupakan bagian
penting dari sumberdaya air (Slobbe, 2010).

Dalam rangka mengelola air secara berkelanjutag ygrerhadapkan dengan perubahan iklim,
pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhardaarestik dan non domestik, perlu
didorong pengelolaan terpadu. Penelitian ini, danganerapkan suatu metode riset meja (desk
study), bertujuan mereview konsep manajemen suraperdir terpadu atau integrated water
resources management (IWRM) dalam skala globaionals(Indonesia) dan regional (Nusa
Tenggara Timur). Paper ini diorganisasi sebagakberGambaran umum dijelaskan sebagai
pengantar tulisan yang disajikan pada bagian pert&agian kedua menjelaskan konsep IWRM
dalam skala global termasuk evolusi dan tantandabab IWRM. Bagaimana penerimaan
konsep IWRM di Indonesia dan Nusa Tenggara TimurTi\termasuk peluang dan tantangan
diuraikan pada bagian ketiga tulisan ini. Paperditutup dengan menyajikan beberapa
kesimpulan pada bagian keempat.

KONSEP IWRM

Konsep Integrated Water Resource Management (IWiRMY diuraikan pada paragraf berikut
meliputi evolusi konsep dan defenisinya.

Evolusi IWRM Global

Sejak abad kesepuluh, di Valencia, Spanyol perggmbolair telah menerapkan model
partisipatoris dengan melibatkan berbagai pemarkgpentingan (Rahaman & Varis, 2005).
Bahkan ada klaim bahwa Spanyol adalah negara pery@amg melaksanakan pengelolaan air
secara terpadu dengan pendekatan berbasis DAS eéagadopsi sistentonfederaciones
hidrograficaspada tahun 1926 (Embid, 2003 dalam Rahaman & V2085).Confederaciones
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hidrograficas adalah badan pengelolaan DAS lintas departemepadiah pemerintah pusat
Spanyol.

Setelah Valencia, negara lain juga mengadaptasiMWilam pengelolaan sumberdaya air
seperti Tennessee Valley, Amerika Serikat padantal883. Di Tennessee, ada tiga lembaga
yang masing-masing mengelola air untuk pembangsitid, navigasi (transportasi air), dan
pengendalian banjir. Karena itu dibentuk TennesWedley Authority sebagai lembaga
koordinasi ketiga kepentingan di atas (Slobbe, 20Bedangkan di Hessen, Jerman pada tahun
1960 mulai merancang konsep IWRM berbasis pendekatdti disiplin (Rahaman & Varis,
2005). Tujuh belas tahun kemudian, IWRM dibahasmaKonferensi Air Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Mar del Plata, Argentina (Rahaman & V&@05). Selanjutnya akan dibahas agenda
IWRM sejak Mar del Plata 1977 hingga Kyoto 2003.

Konferensi Air Mar del Plata 1977

Isu utama yang dibahas dalam forum PBB tersebulaladiajian status sumberdaya air,
pemenuhan air berkualitas untuk kebutuhan sosiaha@ki manusia, peningkatan efisiensi
penggunaan air baku dan mempromosikan kesiapanhaeagi krisis air (Rahaman & Varis,
2005). Konferensi ini menyetujui konsep IWRM yaegdiri dari dua bagian yaitu rekomendasi
pelaksanaan manajemen sumberdaya air dan duar&stdissi.

IWRM mencakup kajian penggunaan air dan efisidraicana alam, lingkungan, kesehatan dan
pengendalian polusi; kebijakan, perencanaan, darajemen; informasi, pendidikan, pelatihan
dan penelitian; dan kerjasama regional dan intewnak(Biswas, 2004 dalam Rahaman & Varis,
2005).

Konferensi tersebut merupakan tonggak sejarah paepgegan sumberdaya air abad 20. Namun
hal yang belum dibahas secara mendalam di forumadalah bagaimana pengelolaan
sumberdaya air lintas negara. Selain itu skemaaren@ksi IWRM juga tidak diulas dalam
pertemuan ini (Biswas, 2004 dalam Rahaman & V&@§5). Sangat disayangkan bahwa pada
tahun 1980an, agenda internasional dalam pengerabatansep pembangunan berkelanjutan
tidak lagi melihat isu air sebagai hal yang pent{id¢CED, 1987 dalam Rahaman & Varis,
2005).

Konferens Internasional Air dan Lingkungan Dublin 1992

Konferensi tingkat dunia di Dublin, Irlandia tahi®22 ataunternational Conference on Water
and the Environmer{tCWE) kembali mengangkat isu air. Sebagai pessiafonferensi Air Rio
(atau United Nations Conference on Environment &welvelopment/UNCED), forum ini
merumuskan kebijakan pengelolaan air secara bajkéda dan rencana program di level lokal,
nasional dan internasional (Rahaman & Varis, 2005).

Ada empat prinsip yang dikemukakan dalam konfereamns{ICWE, 1992 dalam Rahaman &
Varis, 2005). Prinsip pertama, air dikategorikabaggi sumberdaya yang terbatas, rentan dan
penting, sehingga diperlukan pengelolaan secapmadar Prinsip kedua, pengembangan dan
pengelolaan sumberdaya air perlu melibatkan senthek i semua level seperti pengguna,
perencana dan pengambil keputusan. Prinsip kgigy@mpuan memiliki peranan kunci dalam
penyediaan, pengelolaan dan perawatan air. Prifkiegmpat, air harus dipandang sebagai
barang yang bernilai ekonomiscpnomic good Namun prinsip keempat di atas ditentang oleh
negara-negara berkembang karena mempertimbangkatak&an dan kemiskinan.

Konferens Internasional Lingkungan dan Pembangunan Rio de Janeiro 1992

UN Conference on Environment and Development (UNERBDh Summitfdilaksanakan di Rio

de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Isu utama d#rahas adalah Masalah utama: kerja sama
dan patrtisipasi, ekonomi air, air minum dan sani@asrmukiman, pembangunan berkelanjutan,
produksi pangan, dan perubahan iklim (UNSD, 1992).
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Bab 18 dari Agenda 21 menunjukkan secara jelas dadeslunya pengelolaan sumberdaya air
secara holistik dibarengi dengan integrasi semnaarea dan program sumberdaya air dalam
kebijakan ekonomi dan sosial (UNSD, 1992).

Forum Air Dunia Kedua dan Konferensi Menteri Den Haag 2000

Forum yang melibatkan 5.700 peserta dan para ahlibgérbagai negara ini diselenggarakan di
Den Haag, Belanda pada bulan Maret 2000 dengan amdsigtema Dari Visi menuju Aksi
(From Vision to Actioh Visi pertemuan ini (Slobbe, 2010) adalah Merkadi Air sebagai
Urusan Semua Orang Méking Water Everybody's Busingss Forum Den Haag
mempertimbangkan semua inisiatif yang telah dikergkan dalam Konferensi Mar del Plata
dan Dublin termasuk memasukkan nilai sosial, limgjan dan budaya dari sumberdaya air
(Rahaman & Varis, 2005).

Isu utama yang dibahas adalah air untuk manusiaynailk pangan, air dan alam, air dalam
sungai, kedaulatan, transfer lintas DAS dan pekdidiair (Slobbe, 2010). Pesan utama
konferensi Den Haag adalah melibatkan semua pernakgkentingan dalam pengelolaan
terpadu; beralih kepada pelayanan air berbayar lpemeningkatkan dana publik untuk
penelitian dan inovasi; meningkatkan kerjasama DA&kala internasional; dan meningkatkan
secara masif investasi di bidang keairan (Raham#iaids, 2005).

Kesuksesan Forum Den Haag antara lain menjadi &ndghirnya Kemitraan Air Global
(Global Water Partnership) yang mengkoordinasi Kgka Aksi Framework for Actioh dan
menjadi agenda politik tiap negara; mendukung fpdsi para pemangku kepentingan
sumberdaya air dari negara-negara berkembang; darmgumpulkan semua pemimpin dan
masyarakat yang berkecimpung dalam bidang sumbeayRahaman & Varis, 2005).

Konferens Internasional Air Bonn 2001

Konferensi yang diselenggarakan di Bonn, Jermatahdzersiapan Konferensi Tingkat Tinggi
Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrétat&h tahun 2002 dan Forum Air Dunia
Ketiga di Kyoto, Jepang 2003. Konferensi ini lefbkus pada perumusan rekomendasi program
kerja untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang katola, mobilisasi sumber keuangan,
penguatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan (I60%¥,dalam Rahaman & Varis, 2005).

Salah satu output penting dari konferensi Bonnadaherekomendasikan integrasi isu air ke
dalam program nasional pengentasan kemiskinan.inSéla rekomendasi program kerja
merupakan pilihan efektif untuk mengimplementasiRAfiRM di lapangan (Rahaman & Varis,
2005).

KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg 2002

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berk@lidan atau World Summit on
Sustainable Development (WSSIelenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatiannt2002.
Kegiatan tersebut merupakan KTT yang sukses kammraempatkan IWRM sebagai prioritas
utama agenda internasional. IWRM merupakan kompqeerning dalam upaya pembangunan
berkelanjutan (Rahaman & Varis, 2005).

Kesuksesan forum ini yang mengadopsi semua rekaamsekdnferensi Bonn adalah menjadikan
IWRM diakui sebagai alat kebijakan yang berkaitaenghn sumberdaya air, mendorong
lembaga dan negara donor untuk mendukung pelaksdWdaM di negara-negara berkembang
(Rahaman & Varis, 2005).

Forum Air Dunia Ketiga Kyoto 2003

Forum Air Dunia Ketiga atau Third World Water For(itwWF) diselenggarakan di Kyoto,
Jepang pada bulan Maret 2003. Hal-hal penting di#arggkat dalam forum ini adalah air bersih
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dan sehat untuk semua, tata kelola yang baik, @agkapasitas, keuangan, paritisipasi publik,
dan lain-lain (TWWF, 2003a dalam Rahaman & Var3)%). Forum ini juga menggarisbawahi
IWRM sebagai kunci untuk mencapai keberlanjutanisensaya air.

Deklarasi para menteri dalam Forum Air Dunia Kyatencakup pentingnya pembagian
keuntungan secara merata, kebijakan sektor air yaempertimbangkan kaum miskin dan
gender, mendorong partisipasi para pihak, memasti&i® kelola yang baik dan transparansi,
penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan lempaggembangan mekanisme baru
kemitraan pemerintah-swasta, promosi inisiatif n@man berbasis DAS, kerjasama lintas
negara untuk isu air yang mencakup beberapa nedgmanendorong berbagai penelitian ilmiah
(Rahaman & Varis, 2005).

Defenis IWRM

Kesepakatan defenisi IWRM adalah suatu proses yaegdorong adanya pembangunan dan
manajamen sumberdaya air, tanah dan sumberdayait tiiknya secara terkoordinasi dalam
rangka memaksimalkan capaian kesejahteraan ekodamisosial secara adil merata dengan
tetap menjunjung tinggi keberlanjutan ekosisteral (GWP, 2000). HurufM’ pada Integrated
Water Resources Management (IWRM) atau manajemmbexdaya air terpadu merujuk pada
pengertian pembangunan dan manajemen.

Integrasi yang dimaksudkan pada IWRM merujuk pada Kategori yaitu sistem alam dan
sistem manusia (GWP, 2000). Sistem alam adalatkaspgy menunjang sumberdaya air dalam
hal ketersediaan dan kualitas. Sedangkan sistenusiaaiberhubungan dengan produksi dan
polusi sumberdaya air termasuk pengelolaan pr&orgambangunan. Integrasi seyogyanya
dilaksanakan dalam dan antar kedua kategori di atas

Integrasi dalam sistem alam adalah keterpaduanepiagn air tawan dan kawasan pantai yang
mengindikasikan keterkaitan hulu dan hilir; intesyrgpengelolaan air dan tanah sebagai
gambaran siklus hidrologi yang melibatkan ketedsaitidara, tanah, vegetasi, sumberdaya air
permukaan dan air tanah; pengeloaan terpadu dgtaen water’ dan ‘blue water’; manajemen
terpadu air permukaan dan air tanah; keterpaduagepmdaan kuantitas dan kualitas air; dan
pengelolaan kepentingan di hulu dan hilir.

Sedangkan integrasi dalam kerangka sistem manudggaalain meliputi pengarusutamaan
(mainstreaming) isu air dalam pembangunan baik gemerintah maupun pihak swasta;
integrasi lintas sektor (cross-sectoral) kebijagamerintah dalam pengelolaan sumberdaya air;
pelibatan semua pemangku kepentingan dalam presesipsan dan penentukan kebijakan; dan
integrasi pengelolaan air bersih dan air limbah.

Defenisi IWRM menurut United States of America Aggnfor International Development
(USAID) sebagai berikut:

Suatu proses perencanaan dan pelaksanaan sects#pagiaris berdasarkan kajian ilmiah
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingaruk uritersama-sama menentukan
bagaimana memenuhi kebutuhan jangka panjang maakasmsumberdaya air dan sumberdaya
pantai dengan tetap menjaga keberlangsungan ekaliagi manfaat ekonomi sumberdaya air.
IWRM membantu upaya pelestarian lingkungan, memyarkpertumbuhan ekonomi dan
pembangunan pertanian berkelanjutan, mempromogi&disipasi demokratis dalam tata kelola
pemerintah, dan meningkatkan status kesehatan mauSAID 2007a dalam Molle, 2008).

Namun defenisi USAID dikritik Molle (2008) karenatiga aspek IWRM yaitu kebutuhan air,
kelestarian lingkungan dan nilai ekonomis sumbeaday tidak dapat dijalankan secara
bersamaan. Setiap aspek memiliki kelompok kepeatirgendiri yang menganggap aspek lain
tidak begitu penting. Untuk mencapai salah satuelasperlu mengorbankan aspek lain
(mekanisme trade-off). Karena itu defenisi dari GWRg lebih diterima semua kalangan secara
global.
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IWRM memiliki tiga prinsip E yaituEfisiensi ekonomi (eficiency), Lingkungan berkelaaju
(Environment), dan Kesetaraan sosiglqgity) (Molle, 2008). Efisiensi didukung oleh para
ekonom sumberdaya dengan mengusulkan ide priviasisagerdaya air. Lingkungan didukung
oleh para konservasionis dan LSM peduli lingkunggreen NGOs) dengan pendekatan
ekosistem. Yang dimaksud dengan pendekatan ekosistdalah sebuah strategi untuk
pengelolaan terintegrasi atas tanah, air dan suchdpg kehidupan dengan menjunjung tinggi
upaya-upaya konservasi dan penggunaan sumberdzgia $erkelanjutan dan adil (Convention
on Biological Diversity, 2019). Efisiensi dan Lingkgan memiliki irisan karena ada ekonom
peduli lingkungan (green economist) yang mengupaygsenggunaan alat kaji pasar (market
tool) dalam perumusan kebijakan lingkungan. Sedamgispek equity atau kesetaraan mendapat
dukungan penuh dari LSM yang berpihak kepada agmeighidupan (livelihood) dengan
mempromosikan kesetaraan gender dan kelompok peaiakaater alliance).

INDONESIA DAN NTT

Pengaturan sumberdaya air telah dimasukkan dalamstiiesi negara sejak Negara Republik
Indonesia berdiri tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) ddgdundang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI, 1945) menyatakanymiBdan Air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara darergijmakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Pengaturan lebih lanjut diatalam undang-undang (UU) sebagaimana
bunyi pasal 33 (ayat 5).

Defenisi IWRM dijelaskan dalam RUU Sumberdaya Arbagai berikut. “Pengelolaan
Sumberdaya Air adalah upaya merencanakan, meld@anaemantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pegdagan Sumberdaya Air, dan
pengendalian daya rusak Air" (RUU SDA, 2017). lerdrti IWRM di Indonesia memilik tiga

pilar utama yaitu konservasi, pendayagunaan dagepelalian daya rusak air ditunjang pilar
pendukung kelembagaan dan sistem informasi.

Konservasi sumberdaya air menurut RUU SDA adalaflyaipmemelihara keberadaan serta
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumbea dayagar senantiasa tersedia dalam kuantitas
dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhakhluk hidup, baik pada waktu
sekarang maupun yang akan datang (RUU SDA, 2017).

Sedangkan pendayagunaan sumberdaya air adalah upagatagunaan, penyediaan,
penggunaan, dan pengembangan sumber daya air sptanal agar berhasil guna dan berdaya
guna (RUU SDA, 2017). Pengendalian Daya Rusak Aalah upaya untuk mencegah,
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitagklingan yang disebabkan oleh daya
rusak air (RUU SDA, 2017).

Secara konsep, defenisi IWRM versi Indonesia tida&ngadopsi secara utuh apa yang
disepakati secara global. Indonesia melakukan adiagesuai kondisi di negara ini. Aspek
IWRM dalam hal kelestarian lingkungan dapat dihugkam dengan pilar pertama konservasi
sumber daya air. Aspek kebutuhan air dalam haltkaardan kualitas diterjemahkan Indonesia
dalam pilar pendayagunaan sumber daya air dan pdalign daya rusak air. Sedangkan nilai
ekonomis bukan paham utama yang dianut oleh Indennes

Negara ini melihat air sebagai sumberdaya yang ferfiiingsi sosial, fungsi lingkungan hidup
dan fungsi ekonomi yang dijalankan secara selaRSU( SDA, 2017). Fungsi sosial
mengutamakan pemanfaatan air untuk kepentingan urdunatas kepentingan individu.
Selanjtunya fungsi lingkungan hidup berarti sumbaya air menjadi bagian dari ekosistem
sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flamgalina. Sedangkan fungsi ekonomi berarti
bahwa sumber day air dapat didayagunakan untuk mpgamy kegiatan usaha (DPR RI, 2017).
Apakah fungsi ekonomi IWRM Indonesia sejalan dengamsip ekonomi IWRM global?

82

Suni, Y. P. K., et.al., “Manajemen Sumber Daya Air Terpadu dalam Skala Global, Nasional dan Regional”



Jurnal Teknik Sipil, Vol. 10, No. 1, April 2021

Merujuk pada prinsip keempat IWRM kesepakatan Kamfei Dublin 1992 yang memandang
air sebagai sumberdaya ekonomi. Prinsip ini ingatamvan konsep yang selama ini dianut yakni
air sebagai sumberdaya gratis sehingga pemanfaatadgk sensitif terhadap kelangkaan air
atau menggunakan secara boros untuk hal-hal yathak tbegitu bermanfaat. Sebagai
sumberdaya ekonomis bukan berarti air memiliki hatgrtentu sehingga menjadi beban bagi
kelompok masyarakat miskin. Ada dua hal dalam prie&konomi air yaitu nilaialue dan
biaya beban aircharging. Nilai air mengindikasikan pendistribusian aingarasional sebagai
sumberdaya yang terbatascdre resource yang diatur dalam suatu peraturan pemerintah.
Sedangkan biaya beban dimaksudkan untuk mendomagaikonsevasi dan perilaku hemat air,
menciptakan insentif pengelolaan kebutuhan air, utugm biaya investasi infrastruktur
sumberdaya air (GWP, 2000).

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi ekonomi stdaia air dalam konsep IWRM Indonesia
lebih tepat disebut sebagai nilai ekonomi air. Alsikair untuk kegiatan usaha menunjukkan
ittkad pemerintah untuk memanfaatkan air untuk képgan yang memiliki nilai manfaat
ekonomis. Dalam hal biaya bebaohd&rging, rancangan undang-undang yang baru tidak
mengatur secara detail namun diatur dalam perateamerintah baik di level pusat, provinsi
dan kabupaten/kota bahkan di level paling keciesegelompok pemakai air.

Peluang dan Tantangan Implementasi IWRM di Indonesiadan NTT

,‘ ) o Nasional

= Fungsi SDA:
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Lingkungan,
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Gambar 1. Diagram irisan konsep IWRM global, nasional dan lokal

Gambar 1 adalah diagram irisan komponen utama IVWRiM dalam skala global maupun dalam
kerangka nasional dan lokal. Sebagaimana dijelapkaa paragraf sebelumnya, aspek-aspek
yang memiliki irisan dari ketiga lingkaran adalabnkervasi sumberdaya air, pendayagunaan
sumberdaya air dan pengendalian daya rusak aianDlbnteks Indonesia, aspek lain yang turut
menunjang adalah aspek politik, kelembagaan d&mnsisiformasi.

Konservasi sumberdaya air

Konservasi sumberdaya air memiliki tiga kegiatanuypelindungan dan pelestarian sumber air;
pengawetan air; dan pengelolaan kualitas air dageyelalian pencemaran air. Hal yang paling
menonjol di Indonesia adalah pengawetan air melpkmeliharaan kuantitas air seperti
pembangunan bendung, bendungan, embung, jaringpip@an, jaringan irigasi, dan lain-lain.
Hal ini beralasan karena secara nasional jumlatalhutangga yang memiliki akses air minum
layak baru mencapai 73,68 persen (Kemenkes RI,)2018
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Target alokasi anggaran kementerian PUPR tahun gapét dilihat pada tabel di bawah ini.
Kegiatan nomor 1 sampai 3 dikategorikan sebagaakaypengawetan air.

Tabel 1. Target dan Alokasi Anggaran Sumber Dayadnaionesia 2019 (Balai SDA, 2019)

No Kegiatan Target Biaya (Rp)
1 Pembangunan air tanah dan air baku 3.186,58 M
2  Pembangunan irigasi 9.919,28 M
3  Pembangunan bendungan dan embung 11.997,28 M
4  Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 6.301,33 M
5 Operasi dan pemeliharaan 3.331,12 M
6  Penunjang lainnya 2.960,33 M

Di NTT selama periode 2015 — 2019 pemerintah posatgalokasikan dana sebesar Rp 5.9
triliun untuk pembangunan tujuh unit bendungan (@a, 2018). Hingga tahun 2015
pemerintah telah membangun 100 embung di NTT (Adsa 2015), sedangkan pada tahun
2016 ada 62 unit yang dibangun (BWS-NTII, 2016).mBentah propinsi menargetkan
membangun 4000 unit embung di seluruh NTT padantédioun mendatang (Bifel, 2017).
Pendekatan seperti ini adalah rekayasa tekniklaighib murni.

Sebagaimana pemerintah gencar membangun embumgvitigp ini namun ada beberapa fakta
negatif ditemukan. Kapasitas tampung embung di TiBavat menurun secara signifikan karena
tingginya sedimentasi (Pradhan et al.,, 2009, Witly@008). Ratio penurunannya berkisar
antara 3 dan 6 persen per tahun (Widiyono, 2008). ifl disebabkan oleh kecenderungan
perencanaan yang hanya mempertimbangkan aspekukebuhidrologis saja seperti daerah
tangkapan datchment area kemiringan ¢lopg dan jenis tanah. Sementara aspek konservasi
tanah seperti tanaman penutup lahan dan tata gbaa tiabaikan (Widiyono, 2008). Sementara
studi lain menemukan bahwa mekanisme operasi darelfe®raan embung juga hampir tidak
ada (Bunganaen, 2013).

Upaya konservasi ini memiliki nilai positif dan ragij sekaligus. Hal yang dikategorikan positif
adalah penyediaan air baku bagi kebutuhan domedatkpertanian. Namun mekanisme seperti
ini mengandaikan ketersediaan air tidak terbatadaRenyataannya air adalah sumberdaya yang
terbatas sehingga perlu diatur penggunaannya. Karen perlu penyesuaian penggunaan
sumberdaya air secara baik dalam hal pilihan meitogkesi termasuk opsi jenis tanaman, daur
ulang dan penggunaan kembali air limbadtyle and reuge

Dalam hal pengelolaan kualitas air, tingkat peneapali Indonesia masih rendah. Laporan
Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa hingbant 2018 pengawasan pemerintah
terhadap sarana air minum di Indonesia baru mencepha3 persen dari target 45 persen
(Kemenkes RI, 2018). Daerah yang prosentasenyawlalio 10 persen adalah Lampung (3,61
persen), Nusa Tenggara Timur (5,80 persen), Acgld (Bersen), Sulawesi Utara (7,01 persen),
Gorontalo (7,47 persen), dan Jawa Barat (7,65 pgrse

Pendayagunaan sumberdaya air

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk mém#d@n Sumber Daya Air secara
berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuha bagi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari masyarakat (RUU SDA, 2017). Prioriteslda adalah kebutuhan air irigasi untuk
pertanian. Di sini terlihat bahwa ada peluang ledain dari pemerintah untuk menyediakan
akses air bersih bagi seluruh rumah tangga di lesian

Secara nasional target pemerintah untuk mementtitédean air minum layak tidak mencapai
30 persen keluarga. Namun angka ini memiliki diggsrantar provinsi di Indonesia. Ada
provinsi lain (Bengkulu) yang pencapaian pemenuaianpokok belum mencapai 50 persen
(Kemenkes RI, 2018).
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Dalam hal sanitasi, jumlah rumah tangga di Indangang memiliki akses sanitas layak adalah
69,27 persen. Provinsi yang mempunyai akses tenesxdi@ah Papua, Bengkulu, Nusa Tenggara
Timur, Lampung, Kalimantan Tengah dan KalimantareBé&Kemenkes RI, 2018).

Secara khusus akses air bersih dan sanitasi dngrdvTT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Prosentasi Rumah Tangga dengan AksesefgitBdan Sanitasi (BPS NTT, 2018)

No Jenis Akses Air bersih dan sanitas Prosentase (%)

1 Air kemasan 0,69
2 Air isi ulang 7,41
3 Leding 12,42
4 Sumur bor/pompa 4,99
5 Sumur terlindung 18,31
6 Sumur tak terlindung 6,30
7 Mata air terlindung dan tak terlindung 42,71
8 Air permukaan 2,86
9 Air hujan 4,00
10 Toilet sendiri 69,21
11 Toilet bersama 13,89
12 Toilet komunal 1,50
13 Tidak memiliki toilet 15,40

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian rumah tanggalikieakses terbatas terhadap air bersih.
Bagi keluarga yang bergantung pada air hujan dgreamukaan akan mengalami kesulitan pada
musim panas karena kekeringan. Sedangkan targetripg¢at untuk mencapai 100 persen akses
sanitasi masih menjadi kendala di NTT.

Pengendalian Daya Rusak Air

Sebagian kegiatan pengendalian daya rusak air @dendkegiatan konservasi sumber daya air.
Sebagaimana diketahui bahwa manfaat bangunan bgaaudan embung adalah untuk
pengendalian banjir. Namun peluang ini belum mamgmgatasi persoalan yang berhubungan
dengan daya rusak air seperti banjir. Hal yang roetptimal di Indonesia adalah upaya
pencegahan yang seyogyanya di mulai dari hulu sakephilir. Pada awal tahun 2020 tercatat
lima kejadian bencana banijir di Indonesia dan mkimilampak tertinggi yakni 393.395 jiwa
mengungsi (BNPB, 2020).

Wilayah NTT yang memiliki sejarah banjir cukup pamj juga adalah di wilayah DAS Benanain
di sepanjang kabupaten TTS, TTU dan bermuara dupaten Malaka. Ancaman banjir juga
terdapat di beberapa daerah lainnya dan skalamgald@ada tingkat bahaya tinggi di sebagian
besar wilayah kabupaten/kota, kecuali kabupatekaSikembata, dan Ende (BPBD NTT, 2018).
Dengan demikian, upaya konservasi yang telah diakuselama ini belum optimal
mengendalikan daya rusak air di wilayah ini.

Politik

Secara politik pemerintah Indonesia menyadari badwaNo. 11 tahun 1974 tentang pengairan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaadatidsia. Karena itu Komisi V DPR RI
pada tahun 2017 merumuskan Rancangan Undang-UriB&Hd) Republik Indonesia tentang
Sumber Daya Air. Namun hingga saat ini proses legidelum tuntas sehingga penerbitan
Undang-Undang tentang Sumber Daya Air masih tegund

Kelembagaan

Secara teknis lembaga pusat yang mengelola sunyleealn adalah Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal inikirat Jenderal Sumber Daya Air.
Lembaga ini juga membawahi Balai Besar Wilayah GufgBWS) dan Balai Wilayah Sungai
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(BWS) yang menjalankan program pemerintah pusdadrah (Junita & Buchori, 2016). Dalam
menjalankan fungsinya BBWS dan BWS berkoordinasigda Dewan Sumber Daya Air
Nasional dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber DAya(TKPSDA) yang menangani
koordinasi wilayah sungai lintas provinsi.

Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Menko Bidang Perekmian, Menko Bidang Kemaritiman
dan Menteri PUPR. Sedangkan anggota dari unsurrpgaieadalah Kepala Bappenas, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan KehutgnaMenteri Pertanian, Menteri
Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri PerindustiMenteri Engergi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Mentemdidikan dan Kebudayaan, Menteri Ristek
Dikti, Kepala BMKG, dan Kepala LIPI. Selain itu adaga anggota dari lembaga non
pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan pregideppres No.4, 2019). Keanggotaan
dewan ini menggambarkan pola integrasi dalam pefegel sumberdaya air di Indonesia.

Dalam hal konservasi sumberdaya air, KementeriagHKtingan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
dan Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki pgmapenting. Di KLHK ada Direktorat
Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosisteng pecara spesifik menangani upaya-
upaya konservasi tanah dan air di kawasan DAS.rfg&da di Kementan menangani upaya
konservasi tanah dan air pada lahan pertanian. N&&dua institusi ini menganggap tanah dan
air sebagai satu kesatuan. Sementara dalam RUU @j@Barkan secara spesifik konservasi
sumberdaya air. Karena itu, perbedaan nomenklatselbut dengan lembaga pelaksana yang
berbeda dapat menimbulkan tumpang tindih progralapdingan.

Provinsi NTT telah memiliki Dewan SDA Provinsi dAKPSDA Wilayah Sungai. Provinsi ini
memiliki beberapa wilayah sungai yaitu Noelminan&eain di Timor, Flores — Lembata — Alor,
Aesesa, Wae Jamal di Flores Barat, dan Sumba.&ttans semua wilayah sungai ini dikelola
Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Il.

RUU SDA ini juga mengakomodasi partisipasi masyataklan hak ulayat masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya air. Namun sumberdayaair dékuasi oleh negara untuk kepentingan
prioritas (umum).

Di Ende, Flores, NTT sumberdaya air dikuasai sebaraya oleh kepala suku atslosalaki
Dengan penguasaan secara adat maka sumberdayetagqir ldéstari baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas (aspek lingkungan) dan pendistidomya diatur secara adil (aspefuity)
(Universitas Flores, 2017). Peranan Mosalaki ldl@pada perlindungan sumberdaya air dan
kawasan konservasinya sedangkan pendistribusiatisgeahkan kepada masyarakat umum dan
pemerintah. Pelayanan air (akses) tidak terbat@s gaggota suku saja.

Sedangkan secara umum di provinsi NTT, pengelotasnberdaya air dikelompokkan dalam
beberapa kategori yaitu berdasarkan marga, bekdasarganisasi gereja, berbasis kelompok
kepentingan seperti kelompok tani, berbasis wilaysa, dan berbasis komunitas adat
(Ratumakin et al., 2016).

Sistem Informasi

Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengekondisi hidrologis, hidrometeorologis,

hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, prasai@naber Daya Air, teknologi Sumber Daya
Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarng@rta kegiatan sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber DayéRANU SDA, 2017). Sebagian besar
informasi tersebut dapat diakses melalui BMKG ddnPR. Sedangkan informasi tentang
kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masih terbatas.

Secara normatif hal tersebut sudah diatur dalam RSDA tersebut, namun dalam

pelaksanaannya belum optimal. Sebagai contoh, pamangku kepentingan belum dapat
menterjemahkan secara baik informasi iklim yangjdkian sehingga bencana hidrometeorologis
di Indonesia masih tinggi. Ada juga inisiatif deembaga pemerintah pada level tertentu untuk
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mengembangkan sistem informasi monitoring datat diedpasi seperti di Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Prayadi et al., 2018) dan pengegapasistem informasi geografis untuk
estimasi aliran dan tutupan lahan seperti di Katitaa Selatan (Rahman, 2013), namun insiatif
tersebut belum diadopsi secara nasional.

Sebuah studi di Sumba Timur, NTT menemukan bahualddrologi yang ada di BMKG tidak
dapat diandalkan petani dalam menghadapi dampatbalean iklim (Lassa, Seran Mau, Li, &
Frans, 2014). Selanjutnya dijelaskan bahwa adaldtema sistematik dalam pemasukan data
iklim karena selalu tidak memasukan data dari ha®@}o stasiun curah hujan di kabupaten ini.
Kebijakan pertanian di daerah ini juga belum memnpdangkan data iklim sebagai hal penting
dalam perumusan kebijakan.

PENUTUP

Penerapan konsep IWRM di Indonesia tidak seutuhmgagadopsi semua komponen global
IWRM. Indonesia membuat penyesuaian dengan kosdsial ekonomi dan landasan hukum
yang berlaku di negara ini. Implementasi di Indeéamgsun masih mengalami tantangan baik
politik, maupun infrastruktur pendukung kebijakatal yang digariskan pada level nasional
belum sepenuhnya dilaksanakan di tingkat lokal. fud@ hal yang baik di tingkat lokal dalam
penerapan IWRM namun masih terisolir pada lokaseméu dan belum ditingkatkan pada aras
nasional.
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